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ABSTRAK
Nama : Andi Indra Hadi Putra
Nim : 10500109015
Jurusan : Ilmu Hukum
Judul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA
WANITA  DI KOTA MAKASSAR BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG
KETENAGAKERJAAN
Melihat berimbangnya jumlah penduduk wanita dan laki-laki di kota
Makassar, maka potensi penyerapan wanita sebagai tenaga kerja sangat besar.
Terbukti sebanyak 37.896 pekerja wanita pada bentuk perusahaan Perseroan
Terbatas. Sehingga dilakukan penelitian ini untuk mengetahui kedudukan hukum
terhadap pekerja wanita menurut UU Nomor 13 Tahun 2003 pada PT. Ardiles
Wijaya.
Lokasi Penelitian pada PT Ardiles Wijaya dengan metode penelitian kualitatif.
Data yang diperoleh secara primer yang diperoleh secara langsung pada nara sumber
atau responden yang bersangkutan dalam hal ini pekerja wanita di PT. Ardiles
Wijaya.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada PT Ardiles Wijaya telah
melaksanakan Undang-undang Perlindungan Tenaga Kerja Wanita yang sesuai
dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dimana
bentuk perlindungan kerja yang diperoleh pekerja wanita yaitu mendapatkan
pengembangan dan pelatihan kerja, kenaikan pangkat sesuai dengan pengalaman,
keamanan masa kerja, akses mendapat upah yang layak, kondisi kerja PT. Ardiles
Wijaya dan perjanjian kerja PT. Ardiles Wijaya.
xABSTRACT
Name : Andi Indra Hadi Putra
Reg. Number : 10500109015
Major : Ilmu Hukum
Title : LEGAL PROTECTION WOMEN WORKERS IN THE CITY
OF MAKASSAR BY LAW NUMBER 13 OF 2003 ON
EMPLOYMENT
Seeing a population imbalance of women and men in the city of Makassar, the
potential of women as labor absorption is very large . Evidently many as 37.896
women workers in the form of Limited Liability Companies . Thus conducted this
study to determine the legal position of women workers according to Law No. 13 of
2003 on the PT . Ardiles Wijaya .
Location Research at PT Wijaya Ardiles with qualitative research methods .
Primary data obtained directly obtained on a resource or the respondent in this case
women workers at PT . Ardiles Wijaya .
The results showed that the PT Wijaya access Ardiles has executed Protection
Act Labor Women in accordance with Law No. 13 of 2003 on Manpower . Where the
forms of protection obtained by the female workers are getting job training and
development , promotion according to experience , tenure security , access to paid a




A. Latar Belakang Masalah
Kaum wanita hari ini tidak hanya beraktifitas di ranah domestik saja.
Namun, di dalam masyarakat telah terjadi perubahan paradigma mengenai
peran perempuan di ranah publik. Tidak dapat dipungkiri, bahwa
gerakan sosial feminisme yang berkembang mulai abad ke-18 telah menjadi
salah satu penanda terbukanya ruang publik bagi perempuan.
Dimulai dengan munculnya gerakan feminisme liberal yang
mengajukan solusi untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan, yaitu
menghentikan marginalisasi perempuan dengan memperjuangkan perubahan
hukum dan peraturan yang memungkinkan bagi perempuan untuk memiliki
akses dan kontrol yang sama terhadap pekerjaan dan imbalan ekonomi).1
Kemudian dilanjutkan dengan munculnya gerakan feminisme marxis
yang mencoba melakukan gerakan melalui kritik terhadap kapitalisme,
terutama yang berkaitan dengan sistem mode produksi. Mereka lebih
menekankan pada pembangunan aliansi dengan kelompok-kelompok dan
kelas-kelas yang tertindas lainnya2. Lalu muncul lagi feminisme radikal yang
berusaha melihat diskriminasi perempuan dengan cara berbeda. Mereka
melihat masalah utamanya adalah sistem patriarki, dimana seluruh sistem
1 M. Fakih: Runtuhnya Teori Pembanguna dan Globalisasi. (Yogyakarta:
InsistPress.2009) hal 3
2 Marisa Rueda, Marta Roodriguez, dan Susan: Feminisme Untuk Pemula.
(Yogyakarta-2007) hal 4.
2kekuasaan dipegang oleh laki-laki terhadap perempuan. Sehingga mereka
berjuang untuk mengakhiri relasi laki-laki dan perempuan.
Indonesia  pun  memperoleh dampak dari gerakan  feminisme ini,
ruang publik pun terbuka. Dilihat dari perkembangan yang ada di Indonesia
dengan tuntutan dan perubahan yang ada, gerakan feminisme liberal lebih
mendominasi. Telah banyak perempuan yang turut serta sebagai motor
penggerak perekonomian keluarga dan aktif dalam kegiatan sosial
kemasyarakatan pada umumnya, baik sebagai petani, pedagang, guru,
pekerja di sektor informal ataupun sebagai ibu rumah tangga.
Berdasarkan hasil sensus penduduk BPS tahun 2010, jumlah
penduduk perempuan di Indonesia 118.010.413 jiwa, sedangkan jumlah
penduduk laki-laki 119.630.913. Jumlah yang hampir sama antara penduduk
laki-laki dan perempuan ini mengindikasikan bahwa perempuan sebagai salah
satu penyumbang kemajuan negara, terkhusus di bidang ketenagakerjaan.
Cukup besar serta berimbangnya jumlah penduduk ini
mengharuskan pihak pemerintah negara Indonesia untuk mengadakan
aturan-aturan berupa perundang-undangan untuk meminimalisir terjadinya
diskriminasi terhadap perempuan di dunia kerja.
Meskipun pemerintah Republik Indonesia telah mengatur berbagai
macam bentuk-bentuk yang berkaitan dengan dunia ketenagakerjaan, ternyata
masih banyak pekerja perempuan belum menikmati penghargaan dan
penghormatan yang sama dengan laki-laki sesuai dengan sumbangannya dan
beban kerjanya.
3Peraturan yang berlaku hendaknya dapat menjaga pekerja wanita
sebagaimana dalam ajaran islam yang sangat menjaga dan memuliakan
kedudukan wanita dari berbagai aspek kehidupan yang termuat pada firman












“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita
dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena
hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan
kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan
bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai
mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu,
padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.” (QS. An Nisa
[4]: 19)3
Jadi sudah jelas bukan hanya peraturan perundang-undangan saja yang
melindungi dan memuliakan wanita tapi dalam hal ajaran Islam pun yang
sangat menjaga hak dan kedudukan wanita.
Perbaikan nasib pekerja perempuan Indonesia kerap menimbulkan
banyak kontroversial dan merupakan isu yang tak pernah habis untuk
diperbincangkan. Ketika perempuan masuk di dunia kerja sering mengalami
3 Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Toha Putera, Semarang 1989.
4pola diskriminasi dan peminggiran yang didasari pada keyakinan dan
perilaku yang menetapkan perempuan dalam posisi lebih rendah dibanding
pekerja laki-laki. Nasib pekerja perempuan Indonesia bergantung kepada
kepedulian pemerintah untuk lebih serius memikirkan serta memberi
perlindungan terhadap warganya. Dengan adanya diskriminasi bahkan
menunjukkan adanya eksploitasi terhadap perempuan Indonesia hingga saat
ini merupakan bukti nyata bahwa kurang terlindunginya hak-hak pekerja
perempuan di Indonesia.
Dalam penelitian ini, penulis menjadikan kota Makassar sebagai
ruang lingkup objek penelitian. Berdasarkan hasil sensus penduduk BPS
tahun 2010, jumlah penduduk perempuan 676.654 jiwa yang lebih besar
dibanding jumlah penduduk laki-laki yang hanya 662.009 jiwa. Selain
itu berdasarkan buku “Makassar Dalam Angka Tahun 2010” jumlah
penduduk perempuan dilihat dari usia produktif kerja (usia 15-64 tahun)
berada pada angka 459.505 jiwa, sedangkan jumlah penduduk laki-laki
berada pada angka 399.428 jiwa. Dari data di atas, dapat dilihat bahwa
tenaga kerja perempuan memiliki potensi jauh lebih besar memberikan
sumbangsih dalam perkembangan ekonomi di kota Makassar.
Dari jumlah tenaga kerja perempuan di kota Makassar sebanyak
37.896, pekerja perempuan banyak yang bekerja pada bentuk perusahaan
Perseroan Terbatas, terutama di PT Ardiles Wijaya.
Berdasarkan uraian diatas untuk itu penulis mencoba melakukan
penelitian yang berjudul ‘Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Wanita
5Di Kota Makassar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
Tentang Ketenagakerjaan’.
B. Rumusan Masalah
1. Bagaimanakah kedudukan hukum terhadap pekerja wanita menurut UU
Nomor 13 Tahun 2003 pada PT. Ardiles Wijaya?
2. Sejauh manakah Efektifitas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2003 terhadap perlindungan pekerja wanita di PT. Ardiles Wijaya?
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh
mana pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dapat berjalan
secara efektif di kota Makassar khususnya dalam hal menangani diskriminasi
terhadap pekerjaan dan jabatan.
Penelitian ini bermanfaat untuk :
1. Menjadi salah satu bagian dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan.
Khususnya dapat dijadikan salah satu referensi dalam penelitian selanjtnya.
2. Bagi instansi terkait, diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan
sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan untuk
menyelesaikan permasalahan ketenagakerjaan, khususnya terhadap
penghapusan diskriminasi dunia kerja.
D. Sistematika Penulisan
Adapun sistematika penulisan  dari skripsi ini yaitu :
6BAB I Pendahuluan.
Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan
manfaat penelitian, sistematika penulisan dan definisi operasional.
BAB II Tinjauan Pustaka
Bab ini akan dibahas mengenai sejumlah konsep teori yang ada dan
berhubungan dengan pokok bahasan yang diangkat.
BAB III Metodologi Penelitian
Bab ini dikemukakan tentang kerangka pemikiran, metode analis data, sumber
dan jenis data,serta teknik pengumpulan data yang penulis lakukan dalam
penelitian ini.
BAB IV Hasil Penelitian
Bab ini akan dijelaskan mengenai gambaran dan hasil umum mengenai
penelitian sesuai dengan topik yang diangkat.
BAB V Kesimpulan dan Saran
Bab ini membahas tentang kesimpulan terhadap analis yang dapat diambil
oleh penulis dan saran yang diberikan penulis terkait kesimpulan hasil analis
E. Definisi Operasional
Skripsi ini berjudul ‘Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja
Wanita Di Kota Makassar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan’. Agar tidak terjadi kesalahpahaman
penafsiran maka akan dijelaskan ‘Perlindungan Hukum’, ‘Pekerja Wanita’,dan
‘Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999.
1. Perlindungan Hukum yaitu merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi
7hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan,
kemanfaatan dan kepastian hukum4.
2. Pekerja wanita merupakan tenaga kerja wanita yang bekerja atau
dipekerjakan pada suatu tempat di Perusahaan.5
3. Kota Makassar merupakan obyek yang akan dgunakan sebagai sarana
penelitian tentang tenaga kerja wanita.
4. UU Nomor 13 Tahun 2003 yaitu suatu Undang-Undang yang menaungi
kaum perempuan didunia kerja.
4 http: www.statushukum.com (diakses pada hari rabu tanggal 1 Mei 2013 pukul 16:44)
5 Hak-hak Buruh (Pekerja) Perempuan, http://jurnalperempuan.com/, (Diakses pada





Secara teoritis dikenal ada 3 jenis perlindungan kerja yaitu sebagai
berikut: 1
1. Perlindungan teknis yaitu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha
untuk menjaga agar pekerja atau buruh terhindar bahaya kecelakaan yang
ditimbulkan oleh alat-alat kerja atau bahan yang dikerjakan. Perlindungan ini
lebih sering disebut sebagai keselamatan kerja.
2. Perlindungan ekonomis yaitu suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan
usaha-usaha untuk memberikan kepada pekerja/buruh suatu penghasilan yang
cukup guna memenuhi keperluan sehari-hari baginya dan keluarganya,
termasuk dalam hal pekerja/buruh tidak mampu bekerja karna sesuatu diluar
kehendaknya. Perlindungan jenis ini biasanya disebut dengan jaminan sosial.
3. Perlindungan sosial yaitu perlindungan yang berkaitan dengan usaha
kemasyarakatan yang tujuannya untuk memungkinkan pekerja/buruh
mengenyam dan mengembangkan kehidupannya sebagaimana manusia pada
umumnya dan khususnya sebagai anggota masyarakat dan anggota keluarga.
Perlindungan sosial disebut juga dengan kesehatan kerja.
Ketiga jenis perlindungan diatas akan diuraikan sebagai berikut :
1. Perlindungan Sosial atau Kesehatan Kerja
Kesehatan kerja sebagai mana telah dikemukakan diatas termasuk jenis
1 Zaenie Asyhadie: Hukum Kerja, (Jakarta: Raja grafindo persada, 2007), hal. 87
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perlindungan sosial karena ketentuan mengenai kesehatan kerja ini berkaitan
dengan sosial masyarakat yaitu aturan-aturan yang bermaksud mengadakan
pembatasan-pembatasan terhadap kekuasaan pengusaha untuk memperlakukan
pekerja/buruh “semuanya” tanpa memperhatikan norma-norma yang berlaku
dengan tidak memandang pekerja/buruh sebagai makhluk Tuhan yang
mempunyai hak asasi.
Karena sifatnya hendak mengadakan “pembatasan” ketentuan-
ketentuan perlindungan sosial dalam UU No.13 Tahun 2003, Bab X Pasal 68
dan seterusnya bersifat “memaksa” bukan mengatur. Akibat adanya sifat
memaksa dalam ketentuan perlindungan sosial UU No. 13 Tahun 2003 ini,
pembentuk undang-undang memandang perlu untuk menjelaskan bahwa
ketentuan yang berkaitan dengan perlindungan sosial ini merupakan “hukum
umum” (Publik-reghtelijk) dengan sangsi pidana.
Jadi, jelasnya kesehatan kerja bermaksud melindungi atau menjaga
pekerja/buruh dari kejadian/ keadaan hubungan kerja yang merugikan
kesehatan dan kesusilaannya dalam hal pekerja/buruh melakukan
pekerjaanya. Adanya penekanan ”dalam suatu hubungan kerja” menunjukkan
bahwa semua tenaga kerja yang tidak melakukan hubungan kerja dan usaha
tidak mendapatkan perlindungan sosial sebagaimana ditentukan dalam Bab X
UU No.13 Tahun 2003.
2. Perlindungan Teknis Atau Keselamatan Kerja
Keselamatan kerja termasuk dalam apa yang disebut perlindungan
teknis yaitu  perlindungan terhadap pekerja/buruh agar selamat dari bahaya
12
yang dapat ditimbulkan dari alat kerja atau bahan yang dikerjakan.
Berbeda dengan perlindungan kerja lain yang umunya ditentukan
untuk kepentingan pekerja/buruh saja, keselamatan kerja ini tidak hanya
memberikan perlindungan kepada pekerja/ buruh tetapi kepada pengusaha
dan pemerintah.
a. Bagi pekerja atau buruh adanya jaminan perlindungan keselamatan kerja
akan menimbulkan suasana kerja yang tentram sehingga pekerja/buruh
dapat memusatkan perhatian pada pekerjaannya semaksimal mungkin
tanpa khawatir sewaktu-waktu akan tertimpah kecelakaan kerja.
b. Bagi pengusaha adanya pengaturan keselamtan kerja didalam
perusahaannya akan dapat mengurangi terjadinya kecelakaan yang dapat
mengakibatkan pengusaha harus memberikan jaminan sosial.
c. Bagi pemerintah dan masyarkat dengan adanya dan ditaatinya peraturan
keselamatan kerja maka apa yang direncanakan pemerintah untuk
mensejahtrakan masyarakat akan tercapai dengan meningkatnya produksi
perusahaan baik kualitas maupun kuantitas.2
Dasar pembicaraan masalah keselamatan kerja ini sampai sekarang
adalah UU No.1 Tahun 1970 Tentang keselamatan kerja. Namun, sebagian
besar peraturan pelaksanaan Undang-undang ini belum ada sehingga
beberapa peraturan warisan Hindia Belanda masih dijadikan pedoman dalam
pelakasaan keselamatan kerja diperusahaan.
2 Ibid, hal. 84
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Peraturan warisan Hindia Belanda itu adalah sebagai berikut :
a. Veilighidsreglement, S 1910 No. 406 yang telah beberapa kali dirubah,
terakhir dengan S. 1931 No.168 yang kemungkinan setelah indonesia
merdeka diberlakukan dengan peraturan pemerintah No.208 Tahun 1974.
Perturan ini mengatur tentang keselamatan  dan keamanan didalam pabrik
atau tempat bekerja.
b. Stoom ordonantie, S 1931 No.225, lebih dikenal dengan peraturan Uap
1930.
c. Loodwit ordonantie, 1931 No. 509 yaitu pertauran tentang pencegahan
pemakaian timah putih kering.
3. Perlindungan Ekonomis Atau Jaminan Sosial
Penyelenggaraan program jaminan sosial merupakan salah satu
tanggung jawab dan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan sosial
ekonomi kepada masyarakat. Sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan
negara Indonesia seperti halnya berbagai negara berkembang lainnya.
Mengembangkan program jaminan sosial berdasarkan funded social securty
yaitu jamianan sosial yang didanai oleh peserta dan masih terbatas pada
masyarakat pekerja disektor formal.
Jaminan sosial tenaga kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga
kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai penganti sebagian
penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat
peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga  kerja berupa kecelakaan
kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia. Indonesia,
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Undang-undang jamianan sosial tenaga kerja, No.3 Tahun 1992 pasal 10.
Dari pengertian diatas jaminan sosial tenaga kerja adalah merupakan
perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang (jaminan
kecelakaan kerja, kematian dan tabungan hari tua) dan pelayanan kesehatan
yakni jaminan pemeliharaan kesehatan.
B. Perjanjian Kerja Dan Perjanjian Perburuhan
1. Pengertian Dan Istilah
Dalam berbagai kepustakaan mengenai perjanjian perburuhan tidak
banyak para sarjana memberikan pengertian yang berbeda-beda. Hal ini
disebabkan karna Undang-undang Nomor 21 Tahun 1954 (Tentang perjanjian
perburuhan antara serikat buruh dan majikan) telah memberikan pengertian
yang jelas tentang perjanjian perburuhan ini. Hanya saja penyebutan namanya
yang belum ada keseragaman. Ada yang menamakannya Perjanjian Kerja
Bersama, Persetujuan Perbuburuhan Kolektif, Persetujuan Perburuhan
Bersama dan ada juga yang menamakannya syarat-syarat kerja umum dan
oleh konsepsi Hubungan Industri Pancasila menyebutknya dengan
Kesepakatan Kerja Bersama (KKB).3
Sedangkan untuk perjanjian kerja, Wirdjono Prodjodikoro sesuai pasal
1601a ada yang menyebut tantang persrtujuan perburuhan4. Sedangkan
Soebekti yang menyebutkan tantang Perjanjian Perburuhan yang sejati5.
3 Djumialdi FX, dan Wiwoho Soedjono, Perjanjian Perburuhan dan Hubungan
Perburuhan Pancasila, (Cet Ed I, Bina Aksara, 1982), hal. 9
4 Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu, (Cet
Ed VII, Bandung: Sumur, 1981), hal. 67
5 Soebakti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, (Cet Ed V, Jakarta: Pembimbing Masa, 1960),
hal. 131
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Menurut beliau Perjanjian Perburuhan yang sejati ini mempunyai sifat-sifat
khusus sebagai berikut:
a. Ia menerbitkan suatu hubungan diperatas yaitu suatu hubungan antara
buruh dan majikan berdasarkan mana pihak yang satu berhak memberikan
perintah-perintah kepada pihak yang lain tentang bagaimana ia harus
melakukan pekerjaannya.
b. Selalu diperjanjikan suatu gaji atau upah yang lazimnya berupa uang tetapi
ada yang sebagian berupa pengobatan dengan percuma, kendaraan, makan,
penginapan, pakaian dan lain sebagainya.
c. Ia dibut untuk suatu waktu tertentu atau sampai diakhiri oleh salah satu
pihak.6
Dari uraian di atas apa yang disebut dengan perjanjian perburuhan
yang sejati oleh Soebakti nampaknya mempunyai unsur-unsur yang sama
yaitu sebagaimana unsur-unsur yang terdapat dalam Perjanjian Kerja menurut
Perburuhan.
Selain pengertian yang diatas, ada pengertian yang agak lain yang
diberikan oleh A.Ridwan Halim,menurut beliau.
“Perjanjian Perburuhan adalah perjanjian yang diadakan antara buruh
dan majikan dimana mereka saling mengikat diri satu sama lain untuk
bekerja sama, dimana buruh berjanji akan menyelenggarakan perintah
majikan sebagai pekerjaannya dengan baik dan majikan akan
menanggung kehidupan buruh dan keluarganya dengan baik pula,
selaras menurut kemampuan dan persetujuan mereka masing-
masing”.7
6 Ibid, hal. 131
7 A. Ridwan Halim, Hukum Perdata Dalam Tanya Jawab, (Cet Ed I, Jakarta: Ghalia
Indonesia, 1984 ), hal. 171
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Yang agak lain dari pengertian ini adalah ketentuan buruh yang akan
menyelenggarakan perintah majikan sebagai pekerjaannya. Dari ketentuan ini
dapat disimpulkan bahwa pekerjaan yang akan dilakukan oleh buruh belum
diketahuinya pada saat perjanjian dibuat tetapi nanti setelah adanya perintah
dari majikan. Ini berbeda dengan ketentuan Undang-undang Nomor 21 Tahun
1954, dimana menurut ketentuan Undang-undang ini buruh atau Serikat
buruh telah mengetahui pekerjaan apa yang sudah dilakukannya sejak
perjanjian perburuhan dibuat.
Di samping itu dalam pengertian A. Ridwan Halim ada ditentukan
bahwa “Majikan akan menanggung kehidupan buruh dan keluargannya”.
Kata “menanggung kehidupan” disini tidak dapat diartikan sebagai upah
umumnya tetapi adalah memenuhi keperluan hidup buruh termasuk
pemberian pakaian dan sebagainya. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa
perjanjian Perburuhan yang dimaksud oleh A. Ridwan Halim nampaknya
adalah perjanjian antara seorang pembantu rumah tangga dengan majikannya
atau setidak-tidanya bukan perjanjian perburuhan sebagai mana dimaksud
oleh Undang-undang Nomor 21 Tahun 1954.
Menyadari akan hal itu, maka dalam bukunya yang lain A. Ridwan
Halim memberikan pengertian yang sesuai dengan undang-undang tersebut
diatas sebagai berikut:
“Perjanjian Perburuhan adalah suatu perjanjian yang diadakan oleh
majikan disuatu pihak dengan Serikat Buruh dilain pihak untuk
menentukan batas-batas persyaratan kerja yang seyogyanya ditetapkan
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dalam perjanjian kerja.8
2. Subjek Perjanjian Kerja dan Perjanjian Perburuhan
Yang dimaksud dengan subjek perjanjian disini adalah orang-orang
yang terikat oleh perjanjian yang dibuatnya.
Dengan pengertian ini maka subjek dari perjanjian kerja adalah Buruh
dan Majikan. Sedangkan subjek dari perjanjian perburuhan adalah bukan
hanya serikat buruh dan majikan saja, tapi Buruh dan Pihak Ketiga.
Buruh yang terikat oleh suatu perjanjian perburuhan adalah :
a. Buruh yang menjadi anggota serikat buruh yang bersangkutan.
b. Buruh yang menjadi anggota baru serikat Buruh.
c. Buruh yang keluar dari Serikat buruh.
Buruh-buruh sebagaimana tersebut dalam poin a dan b diatas terikat
oleh Perjanjian Perburuhan yang dibuat oleh serikat buruhnya adalah
berdasarkan suatu asas perkumpulan yang menyatakan bahwa setiap anggota
perkumpulan terikat oleh perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh
perkumpulannya. Oleh karena itu Serikat Buruh sebagai suatu perkumpulan
tentu saja akan mengikat pula anggota-anggotanya ke dalam perjanjian yang
dibuat dengan majikan. Pasal 6 (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 1954
lebih menegaskan lagi bahwa:
“Mereka yang selama waktu berlakunya perjanjian Perburuhan adalah
anggota atau menjadi anggota sesuatu serikat Buruh atau perkumpulan
majikan yang menyelenggarakan perjanjian tersebut dan tersangkut di dalam
8 A. Ridwan Halim, Hukum Perburuhan Dalam Tanya Jawab. (Cet. I, Jakarta: Ghalia
Indonesia, 1985 ),  hal. 22
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perjanjian itu”.
Buruh yang telah keluar dari serikat Buruh (poin c) terikat oleh
Perjanjian Perburuhan karena Undang-undang. Maksudnya memang Undang-
undang Nomor 21 Thun 1954 mewajibkan buruh telah keluar dari Serikat
Buruh untuk tetap mengikatkan diri kepada Perjanjian Perburuhan yang telah
dibuat oleh serikat Buruhnya. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan dalam
pasal 7 Undang-undang Nomor 21 Tahun 1954 dimaksudkan untuk
mencegah keluarnya anggota yang bermaksud menghindarkan diri dari
kewajiban-kewajiban yang berlaku baginya.
Sedangkan pihak ketiga yang terikat oleh perjanjian perburuhan yang
dibuat oleh majikan dan serikat buruh maksudnya disini adalah buruh-buruh
atau majikan-majikan dari sejenis yang mengadakan perjanjian Perburuhan
itu.
Contoh: PT.Granada Hotel membuat Perjanjian Perburuhan dengan
SerikatBuruhnya. Maka pihak ketiga Mataram Hotel dapat terikat oleh
Perjanjian Perburuhan yang dibuat oleh PT.Granada Hotel.
Mereka ini yaitu pihak ketiga itu dapat terikat oleh Perjanjian
Perburuhan yang dibuat oleh perusahaan sejenisnya atas Penetepan Menteri
Tenaga Kerja sebagaimana yang telah ditentukan oleh Pasal 11 ayat (2)
Undang-undang Nomor 21 Tahun 1954 sebagai berikut:
“Menteri tersebut (maksudnya Manaker) dapat pula setelah
mendengar terlebih dahulu pertimbangan pihak-pihak yang
bersangkutan menetapkan supaya sebagian atau seluruh Perjanjian
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Perburuhan yang mengenai suatu lapangan usaha tertentu dipenuhi
juga oleh buruh-buruh dan majikan-majikan dari lapangan usaha yang
sama yang tidak terikat oleh Perjanjian Perburuhan tersebut”.
Di dalam perundang-undangan Perburuhan tidak ada dijumpai tentang
ketentuan syarat-syarat seorang majikan itu berhak tidaknya untuk membuat
Perjanjian Kerja sekaligus Perjanjian Perburuhan. Demikian pula tidak
dijumpai tentang syarat-syarat seorang itu boleh tidaknya menjadi majikan.
Oleh karena itu untuk meninjau hal ini harus menengok ketentuan KUH
Perdata.
Di dalam pasal 1330 KUHPerdata ditentukan bahwa orang yang
belum dewasa, orang yang ditaruh dibawah pengampuan dan orang gila tidak
berhak membuat suatu persetujuan apalagi untuk menjadi majikan. Memang
didalam praktek tidak ada kita jumpai anak-anak atau orang yang belum
dewasa menjadi majikan. Demikian pula dengan orang yang ditaruh dibawah
pengampunan dan orang gila. Karena itu dari segi ini tidak ada permasalahan
tentang berhak dan tidaknya majikan itu membuat suatu perjanjian
perburuhan. Semua majikan berhak membuat Perjanjian Perburuhan hanya
saja sekarang tergantung dari perusahaannya.
Perjanjian perburuhan sangat penting artinya terutama bagi pihak
buruh, sehingga Perjanjian Perburuhan itu sangat perlu untuk diadakan.
Sedangkan untuk melaporkan ini hanyalah masalah pengawasan saja.
Lagipula perusahaan yang tidak mau melaporkan dirinya sudah ada sanksi
tersendiri yang sudah ditentukan. Oleh karena tidak pada tempatnya
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menambahkan lagi saksi itu dengan melarangnya membuat suatu perjanjian
perburuhan. Malah majikan atau perusahaan yang tidak mau melayani
kehendak Serikat Buruh untuk membuat Perjanjian Perburuhan itulah yang
perlu mendapatkan sanksi yang berat.
Perkumpulan majikan baru dapat membuat Perjanjian Perburuhan
apabila dia telah berbadan hukum. Sedangkan untuk serikat buruh tidak ada
permasalahannya. Semua Serikat Buruh berhak membuat perjanjian asal
Serikat Buruh telah didaftarkan pada Kementerian  Tenaga Kerja. Sedangkan
bagi buruh syarat yang harus dipenuhi untuk dapat mengadakan perjanjian
kerja adalah telah berusia 18 Tahun.9
3. Obyek Perjanjian Kerja dan Perjanjian Perburuhan
Yang dimaksud dengan obyek perjanjian adalah isi dari perjanjian itu
yang menyangkut hak-hak dan kewajiban para pihak yang membuat
perjanjian itu.
Isi dari pada Perjanjian Perburuhan sebagai mana dikatakan atau
termuat didalam pengertian Perburuhan Menurut Undang-undang Nomor 21
Tahun 1954, bahwa Perjanjian Perburuhan pada umumnya atau semata-mata
memuat syarat-syarat yang harus diperhatikan di dalam Perjanjian Kerja.
Syarat-syarat ini dapat mengenai keadaan-keadaan di dalam maupun diluar
produksi. Oleh karena itu Perjanjian Perburuhan dapat juga memuat hal-hal
yang bukan mengenai syarat-syarat Perburuhan.
Selain itu Undang-undang Perjanjian Perburuhan melarang suatu
9 Imam Soepomo, Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja, ( Cet v, Djambatan, 1983 )
hal. 42.
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Perjanjian Perburuhan untuk (syarat-syarat materil):
a. Menurut aturan yang mewajibkan yang mewajibkan seorang majikan
hanya boleh menerima atau menolak buruh dari suatu golongan baik
berkenaan dengan agama, golongan warganegara atau bangsa maupun
karna keyakinan politik atau anggota dari suatu perkumpulan.
b. Memuat aturan yang mewajibkan seorang buruh supaya hanya bekerja
atau tidak boleh bekerja pada majikan dari suatu golongan baik berkenaan
dengan agama. golongan atau anggota dari suatu perkumpulan.
c. Memuat aturan yang bertengtangan dengan Undang-undang tentang
ketertiban umum atau kesusilaan.
Sebagai tambahan dapat dikemukakan bahwa hak dan kewajiban para
pihak dalam Perjanjian Perburuhan adalah:
a. Mentaati perjanjian dan melaksanakan sebaik-baiknya.
b. Memberitahukan isi perjanjian Perburuhan itu kepada anggota-
anggotanya.
c. Mengusahakan agar anggota-anggota memenuhi aturan yang berlaku
untuk mereka.
d. Bentuk perjanjian Pekerja dan  Perjanjian Perburuhan.
Untuk perjanjian kerja tidak disyaratkan apakah dia tertulis atau tidak.
Cuma kalau harus tertulis maka segala biaya yang terjadi akibat dibuatnya
perjanjian kerja itu harus dibebankan kepada majikan. Dalam perjanjian
tertulis harus berisi syarat-syarat antara lain sebagai berikut:
a. Harus menyebutkan macam pekerjaan yang dijanjikan.
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b. Waktu berlangsungnya perjanjian kerja.
c. Upah buruh yang berupa uang diberikan setiap bulan.
d. Saat istirahat bagi buruh yang dilakukan didalam dan kalau perlu diluar
Indonesia serta upah selama istirahat itu.
e. Bagian lainnya yang berisi perjanjian menjadi hak buruh.
Berlainan dengan perjanjian kerja yang dapat dibuat secara tertulis
maupun tidak, maka Perjanjian Perburuhan hanya bisa dibuat secara tertulis
dengan surat resmi atau surat yang harus ditandatangani oleh kedua belah
pihak. Hal ini dilakukan untuk menjamin kepastian pihak-pihak yamg
bersangkutan.
Penandatanganan Perjanjian Perburuhan harus dilakukan oleh
pengurus yang didalam anggaran dasarnya diberikan wewenang untuk itu.
Sedangkan kalau penandatanganan itu dilakukan oleh seorang wakil, maka
untuk dapat melakukan hal tersebut perlu adanya surat kuasa dan surat kuasa
ini dilampirkan pada Perjanjian Perburuhan yang asli.
Karena dilakukan secara tertulis maka syarat-syarat formal yang harus
dipenuhi oleh Perjanjian Perburuhan adalah sebagaimana yang terdapat
dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 1954. Peraturan Pemerintah Nomor
49 Tahun 1954 tentang cara membuat dan mengatur Perjanjian Perburuhan
sebagai berikut:
a. Perjanjian Perburuhan harus dibuat dengan surat resmi atau surat yang
ditandatangani oleh kedua belah pihak; pasal 2 (1) Undang-undang Nomor
21 Tahun 1954.
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b. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1954, Perjanjian
Perburuhan;
1) Nama, tempat kedudukan serta alamat Serikat Buruh.
2) Nama, tempat kedudukan serta alamat majikan perkumpulan majikan
berbadan Hukum.
3) Nomor serta tanggal pendaftaran Serikat Buruh pada Dapartemen
Tenaga Kerja.
c. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1954;
1) Perjanjian Perburuhan harus dibubuhi tanggal dan ditandatangani oleh
kedua belah pihak atau wakilnya yang diberikan kuasa untuk itu.
2) Untuk pihak yang membentuk perkumpulan penandatanganan harus
dilakukan oleh pengurus,yang menurut anggaran dasar berhak untuk itu
atau wakilnya yang dikuasakan untuk itu.
d. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1954;
1) Perjanjian Perburuhan harus dibuat sekurang-kurangnya dalam rangkap
3 (tiga).
2) Shelei harus dikirimkan kepada Dapertemen Tenaga Kerja untuk
didaftarkan dalam suatu daftar yang disediakan untuk itu;
e. Perjanjian Perburuhan hanya dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua)
tahun dan kemudian dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun.
4. Kewajiban Pengusaha/Majikan sehubungan dengan pemutusan hubungan
Kerja
Seperti telah dikemukakan bahwa dengan terjadinya pemutusan
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hubungan kerja maka dimulailah masa yang sulit bagi buruh dan keluarganya.
Oleh karena itu untuk membantu atau setidak-tidaknya mengurangi beban
buruh yang di PHK, undang-undang mengharuskan atau mewajibkan
pengusaha untuk meberikan uang pesangon, uang jasa dan uang ganti rugi
bagi buruh yang di PHK sebagaimana yang dimaksud pleh pasal 7 ayat (2)
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1964, yakni:
“Dalam hal panitia daerah/pusat memberikan izin maka dapat
ditetapkan pula kewajiban pengusaha untuk memberikan kepada
buruh yang bersangkutan untuk pesangon jasa dan ganti rugi”
Yang dimaksud dengan pesangon,uang jasa dan ganti rugi menurut
Peraturan perundang-undangan tentang pemutusan hubungan kerja tidak ada
yang mengaturnya, namun dalam beberapa literatur dijumpai pengertiannya
sebagai berikut :
Dalam bukunya A.Ridwan Halim,mengenai uang pesangon dijelaskan
bahwa:
“Uang pesangon adalah uang yang diberikan kepada buruh/pegawai
pada waktu terjadinya pemutusan hubungan kerja oleh pihak
majikan/perusahaan yang didasarkan atas lamanya masa kerja yang
telah ditempuh”.
Mengenai uang jasa Wiwoho Soedjono, mengemukakan sebagai
berikut:
“Uang jasa adalah pemberian uang yang diberikan bukan karna buruh
telah berjasa,tapi kalau buruh telah bekerja lebih dari lima tahun dan
terjadi pemutusan hubungan hubungan kerja,maka buruh tersebut
selain diberi uang pesangon juga mendapatkan uang jasa”.
25
Adapun besarnya uang pesangon dan uang jasa ini menurut peraturan
Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-04/MEN/1986 adalah
a. Uang pesangon
1) Masa kerja kurang dari 1 tahun = 1 (satu) bulan upah.
2) Masa kerja 1 (satu) atau lebih tapi kurang dari 2 (dua) = bulan upah.
3) Masa kerja 2 (dua) tahun atau lebih tapi kurang dari 3 (tiga) tahun sama
dengan 3 (tiga) bulan upah.
4) Masa kerja 3(tiga) tahun atau lebih = 4 (empat) bulan upah(pasal 14
Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-04/MEN/1986).
b. Uang jasa
1) Masa kerja 5 (lima) tahun atau lebih tapi kurang dari 10 tahun = 1
(satu) bulan upah.
2) Masa kerja 10 tahun atau lebih tapi kurang dari 15 tahun = 2 (dua)
bulan upah.
3) Masa kerja 15 tahun atau lebih tapi kurang dari 20 tahun = 3 (tiga)
bulan upah.
4) Masa kerja 20 tahun atau lebih tapi kurang dari 20 tahun = 3(tiga) bulan
upah.
5) Masa kerja 25 tahun atau lebih = 5 (lima) bulan upah.(pasal 15
Peraturan Menteri Tenaga kerja NomTenaga PER-04/MEN/1986).
Sedangkan ganti kerugian menurut pasal 16 Peraturan Menteri Tenaga
Kerja Nomor PER-04/MEN/1986 adalah meliputi:
a. Ganti kerugian untuk istrahat tahun yang belum diambil dam belum gugur
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menurut perhitungan seperti tersebut pada pasal 2 ayat (2) danpasal 17
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1954 tentang istirahat tahun bagi
buruh.
b. Ganti kerugian untuk istrahat panjang bilamana perusahaan yang
bersangkutan ada peraturan istrahat panjang dan pekerja belum mengambil
istrahat itu menurut perbandingan antara masa kerja pekerja dengan masa
kerja yang ditentukan untuk dapat mengambil istrahat panjang.
c. Biaya atau ongkos pulang untuk untuk pekerja dan keluarganya ketempat
dimana pekerja itu diterima bekerja.
d. Hal lain yang ditetapkan oleh P4D atau P4P. Adapun yang dimaksud
dengan upah untuk keperluan pemberian uang pesangon,uang jasa dan
kerugian adalah terdiri dari:
1) Upah pokok
2) Segala macam tunjangan yang diberikan buruh secara berkala dan
secara teratur.
3) Harga pembelian dan catu yang diberikan kepada pekerja dengan
Cuma-Cuma apabila catu harus dibayar oleh pekerja dengan subsidi
maka sebagai upah dianggap selisih antara harga pembelian dengan
harga yang harus dibayar oleh pekerja.
4) Pengganti perumahan yang diberikan secara Cuma-Cuma yang
besarnya ditetapkan 10% dari upah berupa uang.
5) Penggantian untuk pengobatan dan perawatan yang diberikan secara
Cuma-Cuma yang besarnya ditetapkan 5% dari upah pekerja berupa
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uang.
Sebagai pedoman dari P4D atau P4P dalam memberikan keputusan
dalam kaitanya dengan uang pesangon, uang jasa dan ganti kerugian ini maka
Menteri Tenaga Kerja melalui Surat Edarannya 362 Nomor 1967 telah
memberikan petunjuk sebagai berikut:
a. Jika kesalahan buruh dianggap berat atau besar maka terhadap buruh
tersebut tidak diberikan uang pesangon dan uang jasa.Kesalahan buruh
dianggap besar/berat apabila melakukan:
1) Pencurian dan penggelapan.
2) Penganiyaan pengusaha, kelurga atau teman sekerja.
3) Memikat pengusaha, kelurga atau teman sekerja.
4) Merusak dengan sengaja atau karena kecerobohan milik perusahaan.
5) Masuk di tempat kerja.
6) Menghina secara besar atau mengancam  pengusaha, keluarga
pengusaha atau teman sekerja.
b. Jika kesalahan-kesalahan diperbuat oleh buruh untuk mana diberi
peringatan-peringatan terakhir kepada yang diPHK ini hanya diberikan
uang pesangon saja. Kriteria kesalahan buruh untuk mana diberi
peringatan terakhir adalah
1) Menolak perintah yang layak walaupun telah diperingatkan.
2) Melainkan kewajiban secara serampangan.
c. Jika kesalahan-kesalahan diperbuat oleh buruh itu diberikan uang
pesangon mana di peringatan-peringatan maka kepada buruh yang di PHK
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itu diberikan uang pesangon menurut pemberhentian biasa. Kata-kata
menurut pemberhentian biasa inilah menurut hemat saya yang
dimaksudkan pasal 7 (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964. Jadi
jelasnya disamping diberikan uang pesangon juga uang dan gaji kerugian.
Termasuk kesalahan buruh untuk mana diberikan peringatan-
peringatan adalah alasan yang berhubungan dengan pribadi buruh yang




Perusahaan adalah suatu organisasi sunber daya (input) dasar seperti
bahan dan tenaga kerja dikelola serta diproses untuk menghasilkan barang
atau jasa (output) kepada pelanggan. Hampir di semua perusahaan
mempunyai tujuan yang sama yaitu memaksimalkan laba. Jenis perusahaan
dibedakan menjadi tiga yaitu perusahaan manufaktur, perusahaan dagang dan
perusahaan jasa. Sedangkan bentuk dari perusahaan itu sendiri dibedakan
menjadi yaitu perusahaan perseorangan dan persekutuan (perseroan).
Berikut ini adalah pengertian dan definisi perusahaan:
a. Molengraaff
Perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara
terus menerus, bertindak keluar, untuk memperoleh penghasilan dengan
cara memperdagangkan atau menyurahkan barang atau mengadakan




Perusahaan adalah usaha-usaha dan usaha-usaha lain yang
mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar
upah atau imbalan dalam bentuk lain. 12
2. Jenis Dan Bentuk Perusahaan
a. Jenis Perusahaan
1) Perusahaan Jasa yaitu perusahaan yang kegiatannya menjual jasa,
Contoh dari perusahaan seperti ini adalah Pengacara, Tukang cukur dll.
2) Perusahaan Dagang yaitu perusahaan yang kegiatan utamanya membeli
barang jadi dan menjual kembali tanpa melakukan pengolahan lagi.
Contohnya adalah dialer, toko serba ada,dll.
3) Perusahaan Manufaktur yaitu perusahaan yang kegiatan yang mengolah
bahan baku menjadi barang jadi dan kemudian menjual bahan jadi
tersebut. Contohnya pabrik sepatu, pabrik roti, dll.
b. Bentuk Perusahaan
Bila dilihat dari Yuridis Ekonomis bentuk-bentuk perusahaan dapat
dibedakan sebagai berikut:
1) Usaha Perseorangan
yaitu setiap bentuk usaha pada dan tanggung jawabnya pada pribadi
seorang. Seluruh kekayaan/modal perusahaan adalah milik pribadi
orang tersebut dan ia bertanggun jawab kepada pihak lain dengan
11 Ibid, Hal 10
12 Ibid, Hal 11
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seluruh kekayaan pribadinya.
2) Usaha Persekutuan Dengan Firma
Suatu bentuk persekutuan usaha yang didirikan oleh beberapa orang
dengan menggunakan nama bersama. Persekutuan ini akan memperoleh
modal dari orang-orang yang bergabung didalam persekutuan. Tiap-tiap
orang yang menjadi anggota firma bertanggung jawab sepenuhnya
terhadap seluruh hutang kepada pihak ketiga.
3) Usaha Persekutuan Komanditer (CV=Commanditaire Vennotschap)
Bentuk ini hampir sama dengan firma hanya didalamnya terdapat
sekutu-sekutu yang memimpin (sekutu komplementer). Sekutu
Komanditer bertanggung jawab kepda sekutu-sekutu komplementer
hanya sebesar kekayaan (modal) yang dipercayakan kepada
persekutuan komanditer.
4) Perseroan Terbatas (PT)
Perseroan terbatas adalah badan yang mempunyai kekayaan, hak serta
kewajiban sendiri yang terpisah dari pemilik. Pemik PT adalah para
pemegang saham dan tanggung jawab terhadap pihak ketiga hanya
terbatas sebesar modal sahamnya.
5) Koperasi
Koperasi adalah suatu kumpulan yang keanggotanya bersifat murni
pribadi dan tidak dapat dialihkan. Didalam koperasi tidak ada modal
permanen karena anggotanya dapat berganti-ganti. Modal koperasi




Konsep gender merupakan konsep yang dipengaruhi oleh kedudukan dan
pembagian peran antara laki-laki dan perempuan. Dalam bukunya yang berjudul
“Analisis   Gender   dan   Transformasi   Sosial”,   Mansour   Fakih menjelaskan
konsep gender yang dipahami sebagai suatu sifat yang melekat pada kaum laki-
laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural.  Misalnya,
perempuan  dikenal  lemah  dan   lembut, cantik  dan emosional. Sedangkan,
laki-laki sering dianggap kuat dan perkasa, gagah dan rasional. Ciri dari sifat di
atas merupakan sifat-sifat yang dapat dipertukarkan. Munculnya perbedaan
dalam konsep gender antara laki-laki dan perempuan dikarenakan oleh banyak
hal, diantaranya dibentuk, disosialisasikan dibentuk, disosialisasikan, diperkuat,
bahkan dikonstruksi secara sosial atau kultural melalui  ajaran keagamaan
maupun negara.
Masyarakat  yang  berbeda  memiliki  banyak  gagasan  yang  berbeda
tentang  cara  yang sesuai  bagi  perempuan dan  laki-laki  untuk  berperilaku
seharusnya. Hal ini memperjelas sejauh mana peran gender bergeser dari asal-
usulnya  ke  dalam  jenis  kelamin   biologis  kita  (Julius  C.  Mosse:1996).
Seringkali konsep gender disalah pahami sebagai konsep yang melekat secara
kodrati  dalam  diri  manusia  (laki-laki  dan  perempuan).  Hal  yang  sifatnya
kodrati ini biasanya dilandasi dengan konsep seks (jenis kelamin), dimana
perbedaan antara perempuan dan laki-laki berdasarkan kondisi biologis padahal
sebagian besar dari sesuatu yang dewasa ini sering dianggap sebagai  kodrat,
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sebenarnya  merupakan  konstruksi  sosial  dan  kultur,  atau gender.
1. Diskriminasi Perempuan di Tempat Kerja
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, diskriminasi adalah
pembedaan  perlakuan  terhadap  sesama  warga  negara  (berdasarkan  warna
kulit,   golongan,   suku,   ekonomi,   agama,   dsb).   Hal   yang   sama   juga
dibahasakan pada Konvensi ILO No.111 pasal 1 ayat (1), istilah
diskriminasi meliputi setiap perbedaan, pengecualian atau pilihan atas
dasar ras, warna kulit,  jenis  kelamin, agama, keyakinan politik,
kebangsaan atau asal usul dalam masyarakat yang mengakibatkan
hilangnya atau berkurangnya kesetaraan kesempatan atau perlakuan dalam
pekerjaan atau jabatan.
Diskriminasi yang menimpa kaum perempuan memunculkan
persepsi bahwa perempuan dilahirkan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan
yang jauh lebih terbatas jumlahnya dengan status pekerjaan rendah
dengan imbalan (upah/gaji) yang  rendah pula. Pekerjaan perempuan
selama ini umumnya terbatas pada sektor rumah tangga (sektor
domestik) (Wirartha:2000). Walaupun kini, para perempuan mulai
menyentuh pekerjaan di sektor publik, jenis pekerjaan inipun merupakan
perpanjangan dari pekerjaan rumah tangga (Siagian:1993, Fakih:1996),
misalnya: bidan, juru rawat, guru, sekretaris dan pekerjaan lainnya yang
lebih banyak memerlukan keahlian manual.
Selain itu di tempat kerja, masih ditemukan adanya praktek yang
tidak memberikan kesempatan perempuan untuk terjun ke dunia kerja
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seperti diskriminasi dalam proses rekrutmen, pelecehan seksual dan
diskriminasi (Dameria, Eny: 2008) dalam kenaikan pangkat. Pada
perusahaan tertentu sering digunakan kriteria jenis kelamin yang
membatasi kesempatan kaum perempuan untuk menduduki posisi-posisi
jabatan tertentu dalam perusahaan (Notosusanto:1994).
Munculnya diskriminasi  di  tempat  kerja karena  pekerja  perempuan
dianggap  memiliki human capital (pendidikan, pelatihan, dan pengalaman
kerja) yang lebih sedikit dibanding dengan pekerja laki-laki (Sumanto: 1993).
Hal  ini disebabkan karena secara kultural sebagian masyarakat masih
dipengaruhi secara kuat oleh budaya patriarki yamg menimbulkan
ketimpangan struktur sehingga perempuan menjadi terbatas untuk
memperoleh akses pendidikan, ekonomi dan berorganisasi (Hatta: 2006).
2. Lembaga Perlindungan Tenaga Kerja / Karyawan
Lembaga kerjasama Tripartit adalah suatu lembaga Konsultasi antara
wakil pekerja, pengusaha dan pemerintah untuk memecahkan masalah-
masalah bersama dalam bidang ketenagakerjaan. Lembaga ini didirikan baik
tingkat nasional, provinsi dan Kabupaten atau kotamadya.
Adapun tujuan pembentukan lembaga ini adalah : 13
a. Menjadi wadah pengembangan gagasan kerjasama yang serasi antara
pemerintah, pekerja dan pengusaha guna mewujudkan Hubungan Industrial
Pancasila.
b. Meningkatkan produksi dan produktivitas serta perluasan kesempatan kerja.
13 Zainal Asikin, Dasar-dasar Hukum Perburuhan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
1993) , hal. 204
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c. Pemerataan pendapatan dan hasil-hasil dalam pembagunan-pembangunan
dalam rangka pemantapan ketahanan nasional.
Jadi kehadiran  lembaga ini tentunya sangat diharapkan sekali
mengingat sering terjadinya bentuk-bentuk yang menyimpang dari dunia kerja
yang dialami oleh kaum pekerja wanita, baik dalam bentuk fisik, psikis
maupun  psikologi. Adanya koordinasi antara peran pemerintah, pengusaha
dan para pekerja agar sekiranya sebisa mungkin segala permasalahan yang ada
pada dunia ketenagakerjaan dapat teratasi sehingga tujuan pada pembentukan
lembaga ini dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya.
E. Kerangka Pikir
Gambaran realistis tidak hanya diperoleh dari data-data angka yang
dikeluarkan oleh pemerintah terkait pencapaian kesejahteraan pekerja
perempuan, melainkan juga dapat terlihat dari kondisi nyata yang dialami
oleh pekerja perempuan di tempat kerja, serta informasi-informasi yang
diperoleh dari pihak terkait seperti dari pihak manajerial tempat kerja para
pekerja perempuan atau instansi pemerintahan yang terkait.
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Bagan Kerangka Pikir
Berdasarkan hasil analisis di atas, maka dapat dijadikan landasan
penilaian terhadap efektivitas penghapusan diskriminasi perempuan di tempat
















Penelitian akan dilakukan dengan metode kualitatif. Penelitian
kualitatif dilakukan dalam situasi wajar (natural setting). Metode ini berusaha
untuk memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah
laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri.
Penelitian ini menggunakan metode studi kasus  yang merupakan
sebuah penelitian yang berusaha menemukan makna, menyelidiki proses dan
memperoleh pengertian dan pemahaman yang mendalam dari individu,
kelompok atau situasi (Emzir, 2010). Menurut Smith, sebagaimana dikutip
Lodiko, Spaulding, dan Voegtle (2006) studi kasus dapat menjadi berbeda dari
bentuk-bentuk penelitian kualitatif lain oleh fakta bahwa studi ini berfokus
pada satu “unit tunggal” atau “suatu sistem terbatas”.
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian
Lokasi penelitian dilakukan di kota makassar disalah satu perusahaan
terutama di PT Anugrah Wijaya (Ardiles) Makassar, bentuk perusahaan ini
mempekerjakan tenaga kerja perempuan dan bentuk perusahaan inilah yang
akan dijadikan lokasi penelitian. Sedangkan, waktu penelitian dilaksanakan
berdasarkan waktu yang yang telah ditentukan oleh penulis.
C. Populasi Dan Sampel
Populasi adalah keseluruhan yang akan diteliti di tempat penelitian
baik perusahaan maupun tenaga pekerja perempuan dilokasi penelitian.
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Penentuan sampel dalam penelitian ini berdasarkan teknik non random.
Sampel dalam Penelitian ini diambil menggunakan Purpossive sampling yaitu
dengan cara mengambil subyek didasarkan pada tujuan tertentu. Selain itu,
besar sampel ditentukan secara sengaja dan jumlahnya ditentukan secara
arbriter oleh penulis sebanyak 5 dari 85 orang.
D. Jenis Dan Sumber Data
Jenis data pada penelitian ini adalah :
1. Data kualitatif merupakan jenis data yang sifatnya tertulis maupun lisan
dalam rangkaian kata-kata atau kalimat.
2. Data kuantitatif merupakan jenis data yang  sifatnya angka-angka yang
dapat dihitung matematis.
Sumber data Pada penelitian ini adalah :
1. Data primer umumnya keberadaannya dapat dilisankan dan ada yang
tercatat, jika langsung dari sumbernya (tentang diri sumber data),
berupa karakteristik demografi atau sosial-ekonomi dan sikap atau
pendapat.
2. Data sekunder yakni data yang telah disusun, dikembangkan dan diolah
kemudian tercatat, terdiri atas data sekunder internal suatu organisasi
dan data sekunder eksternal yang dipublikasikan.
E. Teknik Pengumpulan Data
Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini
menggunakan beberapa metode sebagai berikut:
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1. Penelitian lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan langsung dilapangan
untuk mengumpulkan data-data yang diperoleh yang relevan dengan
membahas skripsi ini dengan cara:
a. Observasi : yakni dengan mengumpulkan data melalui pengamatan fakta
umum yang terjadi secara langsung dilapangan sesuai dengan pokok
pembahasan.
b. Wawancara : yakni mengadakan wawancara langsung dengan responden
yang terdiri dari Pimpinan PT. Ardiles Wijaya dan tenaga kerja wanita
yang bekerja di PT. Ardiles Wijaya.
2. Penelitian kepustakaan (library research) yaitu mempelajarai buku-buku
yang ada hubungannya dengan materi penelitian.
F. Teknik Analisis Data
Analisis yang dipergunakan adalah analisis diskriptif kualitatif yaitu
setelah data terkumpil lalu diidentifikasi secara seksama untuk menganalisis
data baik data primer maupun data sekunder.
G. Kerangka Out Line
Bab I PENDAHULUAN yang memuat :
1. Latar Belakang Masalah
2. Rumusan Masalah




Bab II TINJAUAN PUSTAKA yang  memuat:
1. Perlindungan Kerja
2. Perjanjian Kerja Dan Perjanjian Perburuhan
3. Perusahaan
4. Konsep Gender
5. Diskriminasi Perempuan di Tempat Kerja
Bab III METODE PENELITIAN yang memuat:
1. Jenis Penelitian
2. Lokasi Dan Sumber Penelitian
3. Populasi dan Sampel
4. Jenis dan Sumber data
5. Teknik Pengumpulan data
6. Teknik Analisis Data
Bab IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN yang memuat:
1. Gamabaran Umum PT Ardiles Wijaya
2. Gambaran Umum Bentuk Perlindungan Tenaga Kerja Wanita
3. Hasil Analis Penulis








A. Gambaran Umum PT. Ardiles Wijaya
PT. ARDILES WIJAYA merupakan salah satu perusahaan yang
bergerak dalam bidamg usaha distributor sepatu dan sendal. Produk yang
dihasilkan dapat menjadi kompetiter bagi distributor lainnya yang sama-sama
menghasilkan produk unggul untuk pangsapasar menengah ke bawah. Ardiles
dapat dikenal oleh khalayak ramai diseluruh indonesia karena didukung oleh
marketing yang handal sebagai ujung tombak perusahaan tersebut.
Develop juga sebagai perencana untuk produk new didukung oleh
desainer handal yang dengan kreativitas mereka dalam mencipkan model-
model terbaru untuk launcing berikutnya.
Ardiles juga didukung oleh pabrikan skala internasional dan semuanya
dikerjakan secara profesional dimana systemnya sudah automatic. Produk
dalam negeri yang tidak kalah kualitasnya dengan produk luar serta didukung
up grade model dan corak warna yang betul-betul sempurna sehingga
menghasilkan kualitas yang dapat diterima oleh market dengan harga yang
terjangkau, sehingga seluruh masyarakat dapat menyempurnakan style mereka
dengan produk Ardiles.
PT. Ardiles Wijaya berdiri pada tanggal 15 oktober 1970 yang
beralamatkan di JL. Gunung Bulusaraung No.60 Petak 12 yang memiliki
jumlah karyawan sebanyak 85 orang dan karyawati sebanyak 5 orang, adapun







1. Visi Dan Misi PT. Ardiles Wijaya
Mempersembahkan produk terbaru yang Exclusive serta dapat
diterima Konsumen dengan kwalitas tinggi dan dibalut dengan perpaduan
warna yang memukau, dibandrol dengan harga relatif murah sehingga dapat
dijangkau oleh semua kalangan khususnya masyarakat menengah kebawah.
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2. Struktur Organisasi
PT. ArdilesWijaya mempunyai struktur organisasi mulai dari tingkat























Keterangan Nama Setiap Posisi jabatan :
Direktur : Heri Setiawan.SE
Chif : Suryono, MM
Manager Pemasaran : Irvan
Manager Persediaan : Herianto
Manager Keuangan : Andi Rifkah, S.Ak
Marchintdaser I : Suryani
Marchintdaser : Haikal
Accounting : Harviany
Supervisor : Budi Setiawan
Display : Amaliah Natsir
Kasir : Susanti
Sale : Alvianto
Kepala Gudang : Hasanuddin
Wakil Kepala : Pandi Harianto
Halper : Deni Akbar
Sopir : Zainal Asikin
B. Gambaran Umum Bentuk Perlindungan Tenaga Kerja Wanita
Tidak dapat dipungkiri sangat besarnya peran pekerja dalam mencapai
keberhasilan sebuah organisasi/perusahaan. Sumber daya manusia mempunyai
dampak yang lebih besar terhadap efektifitas organisasi/perusahaan dibanding
sumber daya yang lain. Apapun bentuk serta tujuannya, organisasi/perusahaan
dibuat berdasarkan berbagai visi untuk kepentingan manusia dan dalam
44
pelaksanaannya tentu saja dikelola oleh sumber daya manusia (pekerja).
Implikasi konvergensi manajemen SDM baru adalah adanya penekanan
kebijakan yang memiliki fokus perhatian terhadap tanggung jawab sosial
organisasi maupun kondisi pekerja internal. Melalui kebijakan manajemen
SDM, organisasi mampu menyusun program yang semakin beragam dengan
melahirkan serangkaian kegiatan afirmatif yang mengedepankan empati
organisasi terhdap kualitas kehidupan kerja. Pekerja tidak hanya mendapat
jaminan kesejahteraan yang diukur semata dari nilai material berupa gaji yang
memadai, tetapi juga mendapat perlindungan immaterial berupa keselamatan
dan kenyamanan dalam bekerja.
Negara (Pemerintah) memiliki sejumlah kewenangan atau otoritas untuk
menegakkan nilai-nilai legal dalam bentuk serangkaian perundang-undangan
yang melindungi pekerja dan berbagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh
perusahaan/ organisasi. Sistem hukum dibangun melalui kontruksi industri yang
menjamin adanya kesetaraan bagi semua pekerja baik bagi laki-laki maupun
wanita.
PT. Ardiles Wijaya Sangat Memperhatikan tenaga kerja wanitanya hal
ini dapat dilihat dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, selama masa
penelitian berlangsung, lalu akan dihubungkan dengan ketentuan peraturan yang
berlaku yaitu UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Adapun
Bentuk Perlindungan yang berlaku di Perusahaan Tersebut adalah :
1. Akses Untuk Mendapatkan Pengembangan dan Pelatihan Kerja
Permintaan pekerjaan dan kemampuan karyawan harus
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diseimbangkan melalui  program orientasi dan pelatihan. Pelatihan dan
pengembangan sangat penting bagi penting bagi pekerja/ karyawati baru
maupun  lama untuk meningkatkan kinerja saat ini dan dimasa yang akan
datang. Kegiatan pelatihan dan pengembangan memberikan dividen kepada
pekerja dan perusahaan, berupa keahlian dan keterampilan yang selanjutnya
akan menjadi aset yang berharga bagi perusahaaan/ organisasi.
Dalam mendapatkan pelatihan dan pengembangan pekerja wanita di
PT. Ardiles Wijaya tidak mengalami tidak mengalami tindakan yang
diskriminatif. Karena menurut mereka pelatihan dan pengembangan memang
bentuknya berbeda. Hal ini diakibatkan adanya posisi yang berbeda sehingga
membutuhkan program orientasi dan bentuk pelatihan yang berbeda.
Bahkan ada beberapa pekerja wanita yang sudah memiliki jabatan
yang mapan dan lebih tinggi sering dikirim oleh pihak perusahaan untuk
melakukan  bimbingan training ke pekerja baru yang akan dipekerjakan
dicabang yang akan dibuka selanjutnya.
Menurut WA“…sudah seringmi keliling. Tergantung kalau memang
dipercayakan, cara kerjanya bagus, bisa mengajar, atau jadi
karyawan terbaik bisa dikirim. Kalau ada cabang baru mau dibuka
misalnya di Palu atau di Jayapura, sampai tokonya dibuka atau sampai
anak baru disana sudah bisa mandiri. Selesai kontrak, kembali
lagi ke cabang asal…” 1
Ini menunjukkan tingkat profesionalitas dan kinerja menjadi tolak
ukur perusahaaan/organisasi untuk memberikan pelatihan dan
pengembangan kepada pekerjanya.
1 WA, Karyawati PT Ardiles Wijaya, Wawancara oleh penulis, 3 September 2013.
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Jika melihat kondisi di atas, secara garis besar tidak ada diskriminasi
yang terjadi dalam konteks pemberian pelatihan dan pengembangan di
tempat kerja di PT. Ardiles Wijaya terhadap tenaga kerja wanita. Ini
dikarenakan perusahaan/ organisasi akan terus berusaha memberikan
penambahan softskill para pekerjanya memang sesuai dengan pekerjaan dan
jabatan mereka. Karena softskill pekerja ini merupakan sesuatu yang sangat
berharga bagi perusahaan/organisasi, sehingga perusahaan tidak perlu segan-
segan melakukan pelatihan dan pengembangan untuk pekerjanya. Hal ini
telah sesuai dengan UU Nomor 13 Tahun 2003 Ketenagakerjaan.
Pasal 9
“Pelatihan Kerja diselenggarakan dan diarahkan untuk membekali,
meningkatkan dan mengembangkan kompetensi kerja guna
meningkatkan kemampuan, produktivitas dan kesejahteraan”.2
Adapun yang menjadi program pengembangan dan pelatihan kerja
yaitu :
a. Pendidikan karir yang dilaksanakan secara reguler dan bertujuan untuk
mengantisipasi rencana pengembangan dan jaringan kantor cabang serta
pengembangan karir. PT.Ardiles Wijaya telah melaksanakan program ini
dengan baik diantaranya adalah Pelatihan Manager dan Sertifikasi Cabang
Konvensional.
b. Pendidikan dan Pelatihan di bidang teknis untuk meningkatkan
pengetahuan dan keahlian pegawai terutama di bidang Akuntansi.
c. Pelatihan maupun sosialisasi terkait dengan tranformasi organisasi dan
2 Undang-Undang Ketenagakerjaan UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaa,
(Bandung: Fokusindo Mandiri, 2013), hal. 9
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pengembangan jaringan dilakukan melalui pelatihan budaya kerja, nilai-
nilai perusahaan dan layanan Prima.
d. Program peningkatan integritas pegawai dan efektifitas peenerapan Good
Corporate Governance (GCG) dengan melaksanakan pendididikan di
bidang GCG.
e. Program pengembangan kapasitas pengawai lainnya dilakukan dengan
mengikuti seminar, workshop, outbound(teambuilding), pelatihan
persiapan pensiun dan lain sebagainya3.
2. Kenaikan Pangkat Sesuai Dengan Pengalaman
Para pekerja yang telah selesai menjalankan program orientasi harus
segera mendapatkan tempat pekerjaan yang sesuai bakat dan keahlian yang
dimilikinya. Salah satu hal yang harus dilakukan oleh pihak manajemen
perusahaan harus melakukan penempatan. Penempatan tersebut berarti
mengalokasikan para karyawan dan karyawati/ pekerja pada posisi tertentu.
Salah satu bentuk penempatan yang dilakukan oleh manajemen
perusahaan adalah promosi. Promosi terjadi apabila seorang
pekerja/karyawati dipindahkan dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain yang
lebih tinggi dalam pembayaran,tanggung jawab dan level.
Umumnya pada pemberian promosi juga dilakukan dengan
pemberian penghargaan atau hadiah (reward system). Pemberian promosi
dilakukan kepada pekerja/ karyawan berdasarkan usaha dan prestasi yang
maksimal yang diberikan di masa lampau.
3 Data dan arsip, Pelatihan Kerja PT Ardiles Wijaya, Diambil pada 1 Agustus 2013
48
PT. Ardiles Wijaya juga memberikan ruang bagi para karyawan dan
karyawati/ pekerjanya untuk terus berkembang. Dari pada karyawan dan
karyawati/ pekerja dengan pendidikan setingkat SLTA hingga perguruan
tinggi akan mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkembang dan
membangun karirnya sesuai dengan kemampuan dan motivasi masing-
masing karyawan/ karyawati.
Menurut TA “Semuanya memang harus menunjukkan kinerjanya
kalau memang mau kenaikan pangkat, jadi semua harus ada
prosesnya”.4
PT. Ardiles Wijaya pun memiliki perencanaan pengembangan karir
karyawan/karyawati. Pola karir karyawan/karyawati berbasis kompetensi
yang direncanakan dan dikembangkan berdasarkan kemitraan partisipatif
antara karyawan/karyawati, manajer lini dan PT. Ardiles Wijaya yang
dilakukan secara berikut:
a. Karyawan/ karyawati bertanggung jawab terhadap pengembangan
karirnya, karenanya harus merencanakan karir yang hendak dicapainya
pada masa yang akan datang dengan diikuti pengembangan kompetensi
sesuai dengan persyaratan jabatan dan pekerjaan yang hendak
dicapainya.
b. PT. Ardiles Wijaya berperan dalam menyediakan fasilitas pengembangan
kompetensi dan karir bagi seluruh karyawan/karyawatinya.
c. Manajer lini berperan dan bertanggung jawab dalam membimbing,
4 TA, Karyawati PT Ardiles Wijaya, Wawancara oleh penulis pada 2 September 2013
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mengarahkan dan membina karyawan untuk meningkatkan dan
mengembangkan kompetensinya sehingga mampu menjadi kader yang
profesional.
Berbicara mengenai kenaikan pangkat sudah seharusnya perusahaan
memperhatikan tenaga kerjanya khususnya bagi tenaga kerja perempuan.
Karena kenaikan pangkat akan selalu diukur dari suatu pengalaman kerja
yang telah dijalani oleh tenaga kerja wanita tersebut. Jadi tenaga kerja wanita
berhak mendapatkan kesempatan dan perlakuan yang sama, sebagaimana
dalam Pasal 5 UU No.13 Tahun 2003 Ketenagakerjaan.
“Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa
diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan”.5
3. Keamanan Masa Kerja
Sesuai dengan Peraturan menteri tenaga kerja No. PER.
04/MEN/1989 tentang larangan PHK bagi tenaga kerja wanita karena
hamil atau melahirkan. Dari wawancara dengan beberapa tenaga kerja
wanita di PT. Ardiles Wijaya, peraturan di atas sudah dilaksanakan.
Pekerja wanita yang hamil atau melahirkan diberhentikan karena alasan
tersebut, kecuali jika pekerja perempuan tersebut yang memang meminta
untuk berhenti.
Menurut TA “ Tidak adaji paksaan dari perusahaan selama hamil
apalagi tidak sanggupmi bekerja bisaji minta izin dulu untuk
istirahat” 6
Jadi keamanan masa kerja di PT Ardiles Wijaya sangat terjamin
5 Undang-Undang Ketenagakerjaan. UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan. (Bandung: Fokusindo Mandiri, 2013), hal. 7
6 TA Karyawati PT Ardiles Wijaya, Hasil wawancara Penulis, 3 September 2013
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karena adanya perlindungan tenaga kerja wanita khususnya bila mengalami
masa kehamilan.
4. Akses Mendapatkan Upah yang Layak
Salah satu alasan orang untuk bekerja adalah untuk memenuhi
kebutuhan hidupnya. Maka sangat pentinglah upah bagi mereka
yang bekerja. Peningkatan perlindungan bagi pekerja perempuan,
dapat dilihat dengan adanya beberapa ketentuan yang menghapuskan
adanya pebedaan perlakuan terhadap pekerja perempuan.
Peraturan pemerintah No. 8 tahun 1981 tentang perlindungan upah
yang menyatakan adanya pemberian sanksi terhadap pelanggaran
ketentuan yang telah ditetapkan tersebut.
Peraturan ini memuat bahwa pengusaha tidak boleh mengurangi
hak–hak tenaga kerja wanita yang karena hamil dan karena fisik dan
jenis pekerjaan tersebut tidak mungkin dikerjakan olehnya. Artinya
walaupun pekerja tersebut cuti dan tugasnya dialihkan kepada orang lain,
namun haknya untuk. mendapatkan upah tetap tiap bulan dan jika ia sudah
dapat bekerja lagi maka upah tersebut harus diterima kembali. Namun,
kenyataan yang terjadi   tidak   sesuai dengan aturan yang dipaparkan
di atas. Masih berdasarkan hasil wawancara dengan WN , hak cuti haid
dan hamil- melahirkan tetap diberikan oleh pihak perusahaannya. Akan
tetapi, jika ada pekerja perempuan yang meminta cuti tersebut,
perusahaan melakukan pengurangan terhadap upah pekerja tersebut.
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Berikut kutipan wawancara dengan WN mengenai hal di atas.
“…cuti hamil tiga bulan, cuti haid itu seminggu. Cuma untuk pekerja
tetap. Tapi kayaknya tidak ada yang berlakukanki, karena tidak adaji
yang bagaimana sekali. Biasanya kalo cuti halangan begitukan tetap
dipotong gaji, jadi orang pasti tidak mau. Kecuali kalo cuti hamil, tidak
dipotong gaji.”7
Hal ini juga didukung dengan data survey angkatan kerja
nasional 2011 di kota Makassar.   Ditemukan bahwa secara rata-rata,
upah/ gaji yang diberikan selama sebulan oleh perusahaan kepada
pekerja perempuan sudah lebih baik, bahkan pada golongan usia tertentu
upah yang diperoleh pekerja perempuan sudah lebih tinggi dibanding laki-
laki. (Tabel 1)
7 WN, Karyawati PT Ardiles Wijaya, Hasil Wawancara Oleh Penulis 3 September 2013
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RATA-RATA UPAH/GAJI BERSIH PEKERJA /KARYAWAN
SELAMA SEBULAN DI KOTA MAKASSAR MENURUT









0/1 3.217.745 2.893.109 324.636
2 8.167.937 3.403.571 4.764.366
3 2.265.798 1.895.594 370.204
4 876.013 805.093 70.920
5 1.329.302 599.415 729.887
6 1.429.114 0 1.429.114
7/8/9 1.040.684 657.774 382910
X/00 3.032.818 1.500.000 1.532.818
Rata-rata 2.001.584 1.796.219
Sumber: BPS, Survey Angkatan Kerja Nasional Agustus 2012 diolah pusdatinaker8
8 Ket:*) 0/1. Tenaga profesional, teknisi dan yang sejenis, 2. Tenaga
kepemimpinan dan ketatalaksanaan, 3. Tenaga tata usaha dan yang sejenis, 4.
Tenaga usaha penjualan, 5. Tenaga usaha jasa, 6. Tenaga usaha pertanian,
kehutanan, perburuan, dan perikanan, 7/8/9. Tenaga produksi,operator alat-alat
angkutan dan pekerja kasar, X/00. Lainnya.
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Secara garis besar seharusnya tidak ada perlakuan diskriminatif
terhadap laki-laki dan perempuan mengenai pemberian gaji dan
upah. Karena pemberian gaji dan upah selalu berdasarkan kelompok-
kelompok pekerjaan dan jabatan yang ada di perusahaan/organisasi
tersebut. Dari data tersebut memang sudah menjadi gambaran terutama di
kota Makassar untuk memihak kepada para pekerja perempuan agar
tindakan diskriminasi tidak akan lagi terjadi antra rasio perbandingan gaji
laki-laki dan perempuan.
5. Kondisi Kerja PT Ardiles Wijaya
Kondisi kerja meliputi jam kerja, waktu istirahat, cuti tahunan
dengan tetap dibayar, tindakan keselamatan dan kesehatan kerja, serta
tindakan pengaman sosial dan fasilitas kesejahteraan dan tunjangan yang
disediakan dalam hubungannya dengan pekerjaan.
Sedangkan waktu kerja diatur sebagai berikut (a) 7 (tujuh) jam 1
(satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam)
hari kerja dalam 1 (satu) minggu; atau (b) 8 (delapan) jam 1 (satu) hari
dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam
1 (satu) minggu. Aturan di atas sesuai dengan UU No. 13 tahun 2003 pasal
77. ketenagakerjaan pasal 79. Undang-undang ini mengharuskan
pengusaha mengatur waktu istirahat dan cuti. Waktu istirahat dan cuti
meliputi : (a) istirahat antara jam kerja, sekurang kurangnya setengah jam
setelah bekerja selama 4 (empat) jam terus menerus dan waktu
istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja; (b) istirahat mingguan 1 (satu)
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hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau 2 (dua) hari
untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu; (c) cuti tahunan,
sekurang kurangnya 12 (dua belas) hari kerja setelah pekerja/buruh yang
bersangkutan bekerja selama 12 (dua belas) bulan secara terus menerus;
dan (d) istirahat panjang sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan dan
dilaksanakan  pada tahun ketujuh  dan  kedelapan  masing- masing 1 (satu)
bulan bagi pekerja/buruh yang telah bekerja selama 6 (enam) tahun secara
terus-menerus pada perusahaan yang sama dengan ketentuan
pekerja/buruh tersebut tidak berhak lagi atas istirahat tahunannya dalam
2 (dua) tahun berjalan dan selanjutnya berlaku untuk setiap kelipatan
masa kerja 6 (enam) tahun.
Sedangkan waktu kerja diatur sebagai berikut (a) 7 (tujuh) jam 1
(satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam)
hari kerja dalam 1 (satu) minggu; atau (b) 8 (delapan) jam 1 (satu) hari
dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam
1 (satu) minggu. Aturan di atas sesuai dengan UU No. 15 tahun 2003 pasal
77. ayat (2) harus memenuhi syarat : (a) ada persetujuan pekerja/buruh
yang bersangkutan; dan (b) waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan
paling banyak 3 (tiga) jam dalam 1 (satu) hari dan 14 (empat belas) jam
dalam 1 (satu) minggu. Pasal 78 (2) Pengusaha yang mempekerjakan
pekerja/buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
wajib membayar upah kerja lembur. Pasal 78 (3) Ketentuan waktu kerja
lembur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf (b) tidak berlaku
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bagi sektor usaha atau pekerjaan tertentu. Bahkan mengenai lingkungan
kerja, pihak perusahaan tidak terlalu memperhatikan hal tersebut.
Dalam melaksanakan pekerjaannya, pekerja wanita terlalu sering berada
dalam posisi berdiri. Hal ini menunjukkan pihak perusahaan tidak
begitu peka memperhatikan kondisi kerja dan dampaknya bagi para
pekerjanya. Dalam menentukan tunjangan, pihak perusahaan memiliki
kebebasan untuk menentukan kebijakannya masing-masing. Namun,
kebijakan tersebut harus disepakati bersama dan telah termasuk
dalam penjanjian kerja bersama. Dimana lampiran hasil perjanjian
kerjasama ini harus diberikan kepada semua pihak yang ikut serta.
Lalu bagaimana keadaaan yang ada di PT Ardiles Wijaya ?
“Menurut WN “ Kondisi kerja disini sudah sesuai dengan yang
sebagaimana mestinya semuanya sudah diatur dengan system
management perusahaan kita hanya bisa mengikuti aturan yang
ada baik jam kerjanya, jam lemburnya cuti tahunan dll, karena
perusahaan ini telah mendaftarkan karyawannya di Jamsostek dan
AXA Asuransi”..9
PT Ardiles Wijaya sangat memperhatikan apa yang menjadi hak
tenaga kerja wanitanya, sudah seharusnya langkah seperti ini harus
diterapkan segala perusahaan yang ada dimakassar khususnya agar tidak
terjadi lagi perampasan hak apa yang menjadi milik tenaga kerja wanita.
6. Perjanjian Kerja PT Ardiles Wijaya
Sesuai dengan pasal 54 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang
ketenagakerjaan yang menyatakan :
9 WN, karyawati PT Ardiles Wijaya, hasil wawancara penulis 3 September 2013
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Perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis sekurang-kurangnya memuat :
a. Nama, alamat, perusahaan,dan jenis usaha.
b. Nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja/buruh.
c. Jabatan atau jenis pekerjaan.
d. Tempat pekerjaan.
e. Besarnya upah dan cara pembayarannya.
f. Syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan
pekerja / buruh.
g. Mulai dan jangka waktunya berlaku perjanjian kerja.
h. Tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat dan.
i. Tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja.
Adapun hasil wawancara mengenai perjanjian kerja
Menurut WN, “ Sebelum masuk dan resmi diterima kerja harus memang
dilakukan perjanjian antara perusahaan dengan perusahaan jangan sampai
tidak terjadi hal-hal yang diinginkan, apa yang sudah dijanjikan lainki
juga dijalankan yang sudah dijanjikan, misalnya tentang gaji, gaji lembur,
pemotongan gaj kalau tidak masuk kerjaki dll, semuanya disebutkan
secara detail tentang itu semua.10
Sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada dan telah berlaku
setiap perusahaan pasti akan memperhatikan sebelum menerima suatu
tenaga kerja khususnya bagi wanita. Perjanjian ini haruslah dibuat oleh
kedua belah pihak agar kedepannya tidak terjadi apa yang seharusnya
dilakukan oleh perusahaan sesuai dengan apa yang diperjanjikan
sebelumnya.
10 WN, Karyawati PT Ardiles Wijaya, hasil wawancara penulis 4 September 2013
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Itulah keseluruhan bentuk-bentuk perlindungan tenaga kerja wanita
di kota makassar khususnya kepada PT Ardiles Wijaya.
C. Hasil Analisis Penulis
Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dan beberapa hasil
yang telah ditemukan yang membahas tentang perlindungan-perlindungan apa
saja yang termuat pada PT Ardiles Wijaya. Ada beberapa bentuk perlindungan
yang terdapat pada hasil penelitian yang telah dilakukan lalu akan di
hubungkan dengan sejauh mana pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
Adapun bentuk perlindungan tenaga kerja wanita yang berlaku pada
PT Ardiles wijaya adalah sebagai berikut.
1. Akses untuk mendapatkan pengembangan dan pelatihan kerja
Hal ini telah sesuai dengan pasal 9 Undang-undang Nomor 13
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu Pelatihan kerja diselenggarakan
dan diarahkan untuk membekali, meningkatkan dan mengembangkan
kompetensi kerja guna meningkatkan kemampuan produktivitas dan
kesejahteraan.
2. Kenaikan Pangkat Sesuai Dengan Pengalaman
Hal ini telah sesuai dengan pasal 5 Undang-undang Nomor 13
Tahun 2003.
a. Pelatihan kerja diselenggarakan oleh lembaga pelatihan kerja
pemerintah dan / atau lembaga pelatihan swasta.
b. Pelatihan kerja dapat diselenggarakan ditempat pelatihan atau tempat
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kerja.
c. Lembaga pelatihan kerja pemerintah sebagai mana dimaksud dengan
ayat (1) dalam menyelenggarakan pelatihan kerja dapat bekerja sama
dengan swasta.
3. Keamanan masa Kerja
Hal ini sesuai dengan pasal 86 tentang Keselamatan dan Kesehatan
Kerja.
a. Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan
atas:
1) Keselamatan dan kesehatan kerja
2) Moral dan kesusilaan
3) Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta
nilai-nilai agama.
b. Untuk melindungi keselamatan pekerja/ buruh guna mewujudkan
produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan
dan kesehatan kerja.
4. Akses Mendapatkan Upah Yang Layak
Hal ini telah sesuai dengan pasal 88 yaitu setiap pekerja/ buruh
berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak
bagi kemanusiaan.
5. Kondisi Kerja PT Ardiles Sriwijaya
Hal ini telah sesuai dengan pasal 77 yang sesuai dengan Undang-
undang yang berlaku bahwa setiap pengusaha wajib melaksanakan
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ketentuan waktu kerja dan cuti kerja atau istirahat.
6. Perjanjian Kerja PT.Ardiles Sriwijaya
Hal ini telah sesuai dengan pasal 51 Bahwa perjanjian kerja dibuat
secara tertulis atau lisan dan perjanjian kerja yang dipersyaratkan sesuai
dengan peraturan perundangan yang berlaku.
Walaupun tidak sepenuhnya peraturan yang dijalankan oleh PT
Ardiles Wijaya, tapi setidaknya telah melaksanakan peraturan yang berlaku





Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. PT. Ardiles Wijaya memberikan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja
wanita berupa akses untuk mendapatkan pengembangan dan pelatihan kerja,
kenaikan pangkat sesuai dengan pengalaman, keamanan masa kerja, akses
mendapatkan upah yang layak, kondisi kerja PT. Ardiles Wijaya dan
perjanjian kerja PT. Ardiles Wijaya.
2. PT. Ardiles Wijaya telah melaksanakan UU Nomor 13 Tahun 2003 dengan
efektif terhadap tenaga kerja wanita yang bekerja di perusahaan tersebut.
B. Saran
Pemerintah sebagai pembuat kebijakan harusnya tidak sekedar
membuat aturan saja tetapi harusnya turut mempertegas pelaksanaan aturan
tersebut. Pentingnya sosialisasi dalam kondisi ini tentu akan memberikan
pembelajaran dan pengetahuan terhadap hak dan kewajiban yang dimiliki
terkhusus untuk para pekerja. Sehingga memudahkan pekerja dalam
melakukan pekerjaannya dengan baik. Pemerintah juga harusnya tidak sekedar
sebagai mediator dalam setiap permasalahan ketenagakerjaan tetapi juga harus
mencoba melakukan konsilisasi dan proses arbitrase dalam menyelesaikan
sengketa hubungan industrial (pengusaha, pihak manejemen perusahaan dan
pekerja).
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Sebagai pihak yang bersentuhan langsung dengan dengan pekerja,
pihak manajemen harus meperhatikan kebutuhan pekerja itu sendiri. Antara
pekerja laki-laki dan perempuan, harusnya pihak manejemen memperhatikan
hal tersebut. Sehingga dalam membuat kebijakan yang berkaitan dengan
pengembangan SDM, pihak manajemen tidak boleh mengalami ketimpangan.
Agar kepentingan manajemen perusahaan dan kepentingan pekerja tidak
tumpang tindih dibutuhkan komunikasi yang intensif melalui hubungan bipartit
dengan serikat pekerja.
Pihak pekerja sebagai objek dari penelitian ini seharusnya bisa menjadi
agen yang mandiri dan bertanggung jawab. Pekerja harus memiliki kapasitas
dan kapabilitas serta kemampuan untuk membangun komunikasi dengan pihak
internal tempat mereka bekerja. Kapasitas dan  kapabilitas tentu saja tidak tidak
didapatkan dimasa kerja saja untuk mendukung kinerja tapi jauh sebelum itu
perempuan harus bisa mengenyam pendidikan (baik formal maupun non
formal), sehingga perbedaan pendidikan tidak lagi menjadi alasan perepuan
tidak mendapat posisi yang layak seperti pekerja laki-laki.
Mengetahui hak dan tanggung jawab mereka secara keseluruhan diawal
masa kerja adalah hal yang wajib. Dengan mengetahui hak dan kewajiban
tersebut pihak pekerja bisa mengawasi pihak perusahaan/organisasi dalam
membuat dan menjalankan kebijakan yang berkaitan dengan kesejahteraan
mereka sendiri.
Selain itu untuk pekerja perempuan mereka harus memiliki keberanian
yang lebih untuk menuntut hal- hal yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan
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ditempat kerja. Dengan memiliki kapasitas lebih atau pun softskill yang
memadai tentu saja akan memberikan nilai yang lebih kepada mereka untuk
diperhitungkan keberadaannya di tempat kerja.
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Andi Indra Hadi Putra, lahir di Desa Coppeng-coppeng
Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru pada tanggal
23 Nopember 1991. Merupakan anak kelima dari
pasangan Ir. H. Andi Hamzah Mattanete dan Hj. Dina P.
Pendidikan formal yang telah dilalui adalah SDI
Coppeng-Coppeng pada tahun 1997, setelah itu
dilanjutkan kejenjang yang lebih tinggi yaitu SMPN 1
Tanete Rilau pada tahun 2003. Pendidikan menengah
atas ditempuh di SMA Negeri 1 Tanete Rilau pada
tahun 2006. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan SI-nya di Universitas
Islam Negeri Alauddin Makassar Fakultas Syariah dan Hukum program studi
Ilmu Hukum pada tahun 2009.
